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ABSTRAK

EVALUASI PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK 
REKLAME DAN PAJAK RESTORAN 

(STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN KOTA PALEMBANG)

Oleh:
Johannes S Sipayung

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 
sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.. 
Pertumbuhan restoran dan reklame kota Palembang meningkat setiap tahunnya, 
namun cenderung penerimaan pajak tersebut tidak meningkat. Sehingga perlu 
adanya evaluasi prosedur pemungutan pajak reklame dan pajak restoran untuk 
meningkatkan penerimaan pajak reklame dan pajak restoran

Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus. Sedangkan jenis data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan dan penelitian lapangan. 
Penyajian data dalam bentuk deskriptif. Dimana analisis data dilakukan dengan 
analisa kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemungutan pajak yang lama 
cenderung membuat wajib pajak yang dibinggungkan sistem pemungutan 
tersebut. Untuk itu Dinas Pendapatan kota Palembang harus memperbaiki sistem 
yang ada dengan cara: penyederhanan sistem pemungutan pajak.Pembayaran 
pajak yang praktis dan cepat yakni melalui ATM dan juga melibatkan UPTD(Unit 
Pelaksanaan Teknis Daerah) dalam pemungutan pajak daerah.

Kata kunci: Penetapan, Pemungutan, Pajak Reklame, Pajak Restoran.

ix



ABSTRACK
EVALUATION PROCEDURES OF DETERMINATION AND COLLECTION 

ADVERTISEMENT AND RESTAURANT TAX 
(Case of Study: Dinas Pendapatan Kota Palembang)

By
Johannes S Sipayung

Tax is Citizen contribution for the State treasury under the law which can 
be enforced without receiving direct retribution.. The growth of restaurant and 
advertisement in Palembang are increasing every year, but the tax revenue is not 
increase. So, it needs to make evaluation of advertisement tax collection 
procedure and restaurant tax to increase revenues advertisement tax and restaurant
tax

The research is case of study, while the types of data are primary data and 
secondary data. The techniques of data collection used are library research and 
field research. Presentation of data is descriptive form, which data analysis is 
qualitative and quantitative analysis.

The result shows that the long process of tax collection tends to make 
taxpayer are confused by the collection system. So that, Department of Revenue 
Palembang has to repair the system by this way; simplification the tax collection 
system. The efficient tax payment by using ATM and involving UPTD (Unit 
Pelaksanaan Tekhnis Daerah) for the collection of tax region.

Keyword: Determination, collection, advertisement tax, restaurant tax.
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga 

dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak 

dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk mencapai 

kesejahteraan umum. Dengan adanya pajak tersebut dapat membantu pemerintah 

yang ada untuk melaksanakan pembangunan. Pada hakekatnya pajak yang 

dibayarkan masyarakat ke kas negara akan dikembalikan kemasyarakat dalam 

bentuk tersedianya sarana dan prasarana lain yang menunjang kesejahteraan 

masyarakat Indonesia seluruhnya agar adil dan makmur.

Selain untuk pembangunan, fungsi pajak adalah untuk membiayai pemerintah 

dalam menjalankan pemerintahannya. Menurut Rahayu dan Suhayati (2010:1). 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor

partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dengan adanya pajak berarti membantu pemerintah dalam membiayai

pengeluaran umum dapat berupa, belanja pegawai, belanja jasa, belanja barang,

dan pembentuk dana cadangan tanpa timbal balik secara langsung.

Secara umum pajak menurut pemungutannya terdiri atas dua jenis yaitu pajak

pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah

1
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pusat dapat berupa, PPh, PPn, bea materai dan lain-lain. Sedangkan pajak daerah 

adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dapat berupa, pajak restoran, 

pajak reklame, pajak hotel, BPHTP, bea atas balik nama kendaraan bermotor, dan

lain-lain.

Pajak daerah dapat digunakan daerah untuk membiayai kegiatan daerahnya 

masing-masing. Dalam buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah (2009:4) kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesamya 

kemakmuran rakyat. Dari defenisi diatas pemerintah daerah wajib berkontribusi 

kepada daerahnya untuk keperluan daerah dan kemakmuran rakyat dengan tidak

mendapat imbalan secara langsung.

Oleh karena itu setiap pemerintah daerah haruslah mengoptimalkan potensi

pajak yang ada didaerahnya untuk bisa menyelenggarakan pemerintahan

daerahnya itu sendiri. Potensi pajak daerah itu dimanfaatkan oleh pemerintah

daerah untuk memperoleh hasil maksimal demi tercapainya kemakmuran rakyat di

daerahnya itu sendiri.

Di kota-kota besar di Indonesia potensi pajak daerah sangatlah bermanfaat

untuk kepentingan daerahnya sendiri. Sepertinya halnya Palembang sebagai kota

Metropolitan memiliki potensi-potensi pajak daerah yang sangat mendukung

untuk pembiayaan daerahnya, seperti: spanduk, baliho, iklan televisi (tv) berjalan

bahkan yang lebih canggih lagi yaitu berupa layar Laser Compact Disk (LCD)

2



raksasa atau yang disebut juga dengan reklame megatron, hotel, pemanfaatan air 

bawah tanah, restoran mulai dari restoran kecil sampai restoran kelas atas dan 

lain-lain. Banyaknya potensi-potensi pajak daerah yang dapat dimanfaatkan oleh 

pemerintah kota Palembang. Maka pajak reklame dan pajak restoran merupakan 

pajak yang bisa dikelola dengan maksimal oleh pemerintahan kota Palembang. 

Karena menyumbang kontribusi besar bagi pemerintah kota Palembang 

mengingat bahwa kota Palembang sebagai daerah pemasaran yang optimal dan

cocok untuk daerah untuk kegiatan berbisnis dan berdagang.

Menurut Siahaan dan Sofyan (2005), pemasukan dari pajak reklame didapat

dari nilai sewa reklame yang dipasang dengan tarif sewa reklame berdasarkan dari

lokasi pemasangan reklame, lamanya pemasangan reklame, dan jenis ukuran

reklame. Sedangkan pajak restoran, pajak ini dikenakan kepada orang pribadi atau

badan atas pelayanan yang disediakan restoran termasuk rumah makan, cafe, bar

dan sejenisnya, tidak termasuk usaha boga dan catering. karena itu pemerintah

kota Palembang harus berhati hati dalam menetukan kajian penetapan sehingga

tidak terjadi kekeliruan dalam menetukan besarnya pajak, apabila teijadi

kekeliruan maka akan mengurangi penerimaan pendapatan bagi pemerintah kota

Palembang.

Secara umum sistem pemungutan pajak daerah yang berlaku di Indonesia dan 

dipungut oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, adalah: 

Official Assesment dan Self Assesment. Di dalam official Assesment, wewenang 

pemungutan pajak ada pada aparat pajak (fiscus). Dalam sistem ini para wajib 

pajak bersifat pasif dan menunggu ketetapan fiscus mengenai utang pajaknya.
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Sedangkan di dalam Sel/Assesment system, wajib pajak harus aktif menghitung 

dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Pelaksanaan 

pemungutan pajak daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan kota Palembang.

Dengan adanya pajak reklame dan pajak restoran, terdapat celah atau 

kelemahan pada sisi penetapan besarnya pajak restoran dapat berupa, kesalahan 

dalam menentukan besarnya pajak yang disebabkan ketidakpahaman petugas. 

Dapat berupa penetapan untuk pajak restoran atau rumah makan kecil dimana 

petugas menetapkan sampel rataan dalam menetukan besarnya pajak restoran hal 

ini merupakan kerugian bagi pemerintah kota Palembang. Karena akan sulit 

menetukan besarnya pajak restoran yang benar terjadi. Selain itu terdapat juga

t

kelemahan pajak restoran dalam pengelolahan di lapangan, maupun

mekanismenya dapat berupa;

Tabel 1.1
Daftar Tunggakan Pajak Restoran

Jumlah Wajib 
Pajak

Jumlah Tunggakan PajakTahun

2009 169 Rp 363.294.948,00
2010 160 Rp 411.373.750,00
2011 191 Rp 423,615.200,00
2012 314 Rp 627.657.968,00
Jumlah Tanggungan Pajak 834 Rp 1.825.941.866.00
Sumber: Data Dinas Pendapatan kota Palembang 2013

Dari data diatas jelas tunggakan pajak restoran sampai tahun 2013 sangatlah

tinggi yaitu mencapai Rp 1.825.941.866,00. Besarnya tunggakan ini sangatlah

besar untuk itu perlu ada. Untuk itu perlu adanya prosedur yang harus diterapkan

untuk menagih tunggakan pajak restoran yang besar ini.
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Tabel 1.2
Daftar Penerimaan Pajak Reklame.

RealisasiTargetTahun
Rp. 4.138.404.435,00Rp 4.750.000.000,002009
Rp. 4.225.282.834,00Rp. 5.250.000.000,002010
Rp.4.603.540.213,00Rp 6.500.000.000,002011

: Rp.5.121.951.765,00 Rp.7. 937. 771.136,002012
Sumber: Data Dinas Pendapatan kota Palembang 2013

Dari diatas 2011 merupakan target yang paling tinggi yakni

Rp.6.500.000.000,00 namun target realisasi pajak untuk tahun 2011 rendah yakni

Rp.4.603.540.213,00 yaitu 70,82% hal ini disebabkan ada beberapa penetapan

pajak reklame yang keliru, ada beberapa tempat tidak lagi diperbolehkan

pemasangan reklame. Hal ini penyebab terjadinya kekeliruan mekanisme dalam

prosedur penetapan dan pemungutan pajak reklame dan pajak restoran serta

pengelolahan di lapangan. Untuk itu perlu adanya Evaluasi Prosedur Penetapan

dan Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Restoran. (Studi Kasus: Dinas

Pendapatan kota Palembang).

1.2. Rumusan Masalah

Mengingat luasnya kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan kota 

Palembang dan keterbatasan waktu yang diberikan kepada penulis dalam 

melaksanakan penelitian ini, penulis membatasi kegiatan serta ruang lingkup 

penelitian yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penetapan dan pemungutan pajak reklame pada Dinas 

Pendapatan Kota Palembang
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2. Bagaimana prosedur penetapan dan pemungutan pajak restoran pada Dinas

Pendapatan Kota Palembang

3. Bagaimana prosedur penetapan dan pemungutan yang baik untuk

meningkatkan penerimaan pajak reklame dan pajak restoran di kota

\
1

:

Palembang.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:.

1. Untuk mengetahui prosedur penetapan dan pemungutan pajak reklame

pada Dinas Pendapatan kota Palembang.

2. Untuk mengetahui prosedur penetapan dan pemungutan pajak restoran

pada Dinas Pendapatan kota Palembang.

3. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penetapan dan pemungutan yang

baik untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame dan pajak restoran di

kota Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat riil bagi pihak

pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari

penelitian ini adalah:

1. Bagi akademis

Dengan adanya penulisan ini dapat memberikan tambahan terhadap ilmu

yang terkait seperti perpajakan Indonesia, akuntansi seetor public, dan

metodologi penelitian khususnya yang berhubungan dengan evaluasi
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prosedur penetapan dan pemmungguta pajak reklame dan restoran di

Dinas Pendapatan Kota Palembang.

2. Bagi penulis.

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat memahami prosedur

penetapan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah kota

Palembang.

3. Bagi peneliti selanjutnya.

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi atau

informasi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Pajak

Reklame dan Pajak Restoran, Sistem Pemungutan dan Penetapan Pajak, 

Akuntansi Sektor Publik dan Metodologi.

4. Bagi perusahaan (Dispenda)

Sebagai pertimbangan bagi Pemerintah kota Palembang khususnya Dinas 

Pendapatan kota Palembang mengenai penetapan dan pemungutan Pajak 

Restoran dan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Kota Palembang.

1.5. Sistematika Penulisan.

BAB I PENDAHULUAN.

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian, sistematika Penulisan.
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BAB II L AND ASAN TEORI.

Berisikan landasan teori yang berkaitan dengan Penetapan dan 

Pemungutan pajak reklame dan pajak restoran kota Palembang, 

gambaran umum instansi sebagai objek penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Berisikan mengenai lokasi Penelitian, populasi penelitian, metode 

pengumpulan data, jenis dan sumber data,dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Berisikan mengenai, gambaran umum instansi, visi dan misii

instansi, sistem dan prosedur penetapan dan pemungutan pajak

reklame dan pajak restoran di kota Palembang, ketentuan penetapan

perundangundangan tentang pajak reklame dan restoran kota

palembang dan pelaksanaannya, sistem pengawasan pajak reklame

dan pajak restoran, dan kendala-kendala pemungutan pemungutan

pajak reklame dan restoran dan upaya peningkatan mekanisme

pemumgutan pajak reklame dan pajak restoran.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan kesimpulan yang diperoleh dari proses merangkum hasil

penelitian, saran yang memperlihatkan hubungan antara

permasalahan yang ditulis dengan hasil atau simpulan itu sendiri
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baik secara praktis, teoritis dan metodologis, serta keterbatasan

penelitian.

1.6. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah evaluasi penetapan dan pemungutan pajak

reklame dan pajak restoran yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan kota

Palembang. Menurut Sugiyono (2006:13), objek penelitian adalah sarana ilmiah

■ untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal

objektif, valid dan reliable tentang suatu hal. Dari pengertian diatas objek

penelitian suatu hal yang secara ilmiah untuk mendapatkan sesuatu berdasarkan

objektif, valid\ dan reliable. berdasarkan pengertian diatas objek penelitian ini

adalah pajak reklame dan pajak restoran.

1.7. Metode Penelitian.

Dalam melaksanakan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan

dengan mengunakan metode analisis kualitatif. Menurut Sugiyono (2007:4) 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu 

pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Menurut penulis cara ilmiah disini 

berarti kegiatan penelitian ini di dasarkan pada ciri ciri keilmuan yaitu rasional, 

empiris, dan sistematik. Rasional berarti kegiatan penelitian penelitian dilakukan 

dengan cara-cara masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia, 

sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.
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Sedangkan sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian

menggunakan langkah yang bersifat logis.

Metode penelitian yang di gunakan penulis dalam dalam penyusunan

penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang mengungkapkan

gambaran masalah yang terjadi saat penelitian ini berlangsung, menurut Moh.

Nazir (2003:4) Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status

kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran,

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, berdasarkan uraian diatas

metode penelitian yang digunakan peneliti ini menggambarkan dan menganalisis

secara jelas penetapan dan pemungutan pajak reklame dan pajak restoran yang 

dilaksanakan pada Dinas Pendapatan kota Palembang. Metode ini merupakan 

suatu penulisan yang menggambarkan secara jelas keadaan yang sebenarnya pada

saat penelitian ini berlangsung.

1.7.1. Desain Penelitian.

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan perencanaan penelitian agar 

penelitian yang di lakukan dapat berjalan dengan baik, sistematis serta efektif. 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:10), Desain Penelitian adalah prosedur- 

prosedur yang digunakan oleh peneliti dalam pemilihan, pengumpulan, dan 

analisis data secara keseluruhan, berdasarkan pengertian diatas, desain penelitian 

proses yang dilaksanakan penulis dalam melaksanakan penelitian, mulai tahap 

perencanaan sampai tahap penelitian dilaksanakan dengan cara memilih, 

mengumpulkan, dan menganalisis data secara keseluruhan.
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1.7.2. Operasionalisasi Variabel.

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, 

serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Sesuai dengan

judul penelitian ini yaitu: evaluasi penetapan dan pemungutan pajak reklame dan

pajak restoran yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan kota Palembang.

1.7.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.

Sumber data dan teknik pengumpulan data yang diambil penulis adalah

sebagai berikut:

1.7.3.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data

sekunder, data primer merupakan data mentah atau belum diolah sama sekali

dapat berupa prosedur-prosedur dalam penetapan dan pemungutan pajak reklame

dan restoran, sedangkan data sekunder merupakan data primer yang telah diolah

atau disajikan dalam bentuk yang lain dapat berupa: kajian penelitian terdahulu,

teknisi dalam melakukan penetapan dan pemungutan pajak reklame dan pajak

restoran di kota Palembang.

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:147) Data sekunder merupakan 

sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui 

media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan 

historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan 

dan yang tidak dipublikasikan, berdasarkan penjelasan diatas maka data yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan data langsung dan data tidak langsung,
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data langsung merupakan data primer, sedangkan data tidak langsung merupakan 

data primer yang telah diolah sebelumnya oleh pihak lain.

I.7.3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mempermudah dalam

memperoleh data yang sangat penting dalam penulisan ini diantaranya:

1. Studi Lapangan (field research)

Studi lapangan adalah melakukan peninjauan secara langsung untuk 

memperoleh data-data yang diperlukan daalm penyusunan tugas akhir. Penelitian

ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi:

a. Metode Observasi (pengamatan)

Tinjauan atas pemungutan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan

asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah yang telah ada dari segi

observasi yaitu pengamatan secara langsung dengan melihat beberapa

kegiatan yang dilakukan pada Dinas Pendapatan kota Palembang di

bagian penetapan dan penagihan

b. Metode Interview

Inlerview dilakukan dengan pegawai/staf bagian pendapatan yang

berwenang di Dinas Pendapatan kota Palembang. Hal ini dilakukan untuk

memperoleh informasi yang berkaitan dengan judul Penelitian yang

sedang disusun penulis.

c. Dokumentasi
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Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data

tentang prosedur penetapan dan pemungutan pajak reklame dan restoran

yang diperoleh di Dinas Pendapatan kota Palembang.

2. Studi Kepustakaan (library research)

Penelitian pustaka adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mempelajari
1

serta mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan materi pembahasan yaitu

Metodologi Penelitian, Perpajakan, Peraturan Undang-undang Pemerintah Daerah,

dan Akuntansi Sektor Publik guna dijadikan dasar dalam melakukan penilaian dan

perbandingan dari penelitian yang telah dilakukan pada instansi yang

bersangkutan. Dengan metode ini akan diperoleh gambaran mengenai penetapan

dan pemunggutan pajak reklame dan pajak restoran dalam meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah.
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